PERJANJIAN KERJA SAMA

SMKN1 MEHALAAN
KABUPATEN MAMASA
dengan
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
MAKASSAR
Tentang
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: .421.5/015/SMKN 1-MHLN/VI111/2015.
No:3207/PL10/KS/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Dealpan Belas Bulan Agustus. Tahun Dua Ribu Lima Belas (18-
08-2015) di Makassar yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rodi, S.Pd. MM: Kepala SMKN 1 Mehalaan berkedudukan di Kec. Mehalaan. Kabupaten
Mamasa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.: Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang berkedudukan di
Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat
mengadakan perjanjian dalam hal penyediaan tenaga asesor uji kompetensi siswa-siswi di
lingkungan SMKN 1 Mehalaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati sebagai
berikut:




Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Membantu terselenggaranya pelaksanaan uji kompetensi PIHAK PERTAMA.

2. Menyediakan bantuan tenaga Asesor uji kompetensi atas permohonan PTHAK
PERTAMA.

3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka
pembangunan daerah dan nasional.

4. Membangun dan membina tali silatuhrahmi antara Lembaga Pendidikan dengan
Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

1. Bidang Pendidikan, yang meliputi :
a. Pelaksanaan Uji Kompetensi peserta (siswa-siswi) SMKN 1 Mehalaan Kabupaten
Mamasa.
b. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri / Lapang (PRAKERINN) bagi siswa-siswi SMKN 1

Mehalaan, Kabupaten Mamasa.

2. Bidang Sumber Daya Manusia, yang meliputi :
a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kedua belah pihak dalam bentuk
pelatihan atau bentuk lainnya.

3. Bidang Kegiatan (Event), yang meliputi :
a. Bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, promosi, social kemasyarakatan
atau kegiatan lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
b. Saling mendukung dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan — kegiatan yang
bersinergi dan saling menguntungkan.




Pasal 3
PESERTA UJI KOMPETENSI DAN PRAKERIN

1. Peserta uji komptensi dan PRAKERIN merupakan siswa-siswi yang diusulkan oleh
PIHAK PERTAMA.
2. Pengusulan peserta uji kompetensi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta yang diusulkan adalah Siswa-siswi SMKN 1 Mehalaan Kabupaten Mamasa
b. Jumlah peserta yang diusulkan minimal berjumlah 25 orang.
¢. Permohonan pengusulan uji kompetensi minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal
pelaksanaan uji kompetensi.
3. Pengusulan peserta PRAKERIN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
d. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan PRAKERIN minimal 1 (satu) bulan
sebelum tanggal pelaksanaan.
e. Peserta yang diusulkan adalah Siswa-siswi SMKN 1 Mehalaan Kabupaten Mamasa

Pasal 4
TEKNIS PELAKSANAAN

1. Teknis Pelaksanaan tiap-tiap program kerjasama akan diatur dalam suatu perjanjian
tambahan yang dinamakan Perjanjian Teknis atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan
disusun berdasarkan Prinsip Musyawarah dan Mufakat dan Saling Menguntungkan.

2. PIHAK KEDUA menyediakan dan menugaskan tenaga hali yang relevan dengan
kebutuhan lingkup kerjasama dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2.

3. Tenga ahli yang ditugaskan PIHAK PERTAMA wajib mengikuti aturan kerjasama dan
jasa yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak
ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan
kedua belah pihak melalui musyawarah dan mufakat.




Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam lingkup kerjasama ini, khususnya pasal 2 ayat 1 dan Ayat 2
akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

2. Tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang menunjang setiap
pelaksanaan kerjasama disesuaikan dengan aturan yang berlaku dilingkungan PARA
PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal — hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan secara
musyawarah dan mufakat dan didasarkan saling menguntungkan.

2. Perubahan nama kelembagaan masing-masing pihak tidak berakibat batalnya perjanjian
kerjasama ini.

3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing — masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1
(satu) rangkap untuk Pihak Kedua.

Makassar, 18 Agustus 2015
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